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Badan Pengusahaan. Rekomendas.

PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18/M-IND/PER/2/2010
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN PERTIMBANGAN
TEKNIS REKOMENDASI BIDANG PERINDUSTRIAN KEPADA
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN

PELABUHAN BEBAS BATAM, BINTAN DAN KARIMUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa dalam rangka kelancaran kegiatan industri di
daerah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Batam, Bintan, dan Karimun, perlu melimpahkan
kewenangan pemberian pertimbangan teknis/rekomendasi
bidang perindustrian kepada Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,
Bintan, dan Karimun;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu dikeluarkan Peraturan Menteri
Perindustrian;
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Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang

Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3274);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetgpan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4775);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang

Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan
Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3330);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provins dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang

Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4757);
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4758);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang
Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4759);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon |
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana
telah bebergpa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007,

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun
2009 tentang Pembentukan dan Organisas Kementerian

Negara;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P

Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia
Bersatu Il Periode 2009-2014;

Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  01/M-
IND/PER/3/2005 tentang Organisas dan Tata Kerja
Departemen Perindustrian;

Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  07/M-
IND/PER/5/2005 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri
Dalam Pembinaan Masing-masing Direktorat Jenderal Di
Lingkungan Departemen Perindustrian;

Peraturan  Menteri  Perindustrian  Nomor  01/M-
IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
Indonesia (SNI) Bga Lembaran, Pelat, dan Gulungan
Canai Panas (Bj. P) Secara Wagjib sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
38/M-IND/PER/3/2009;

Peraturan  Menteri Perindustrian  Nomor  02/M-
IND/PER/1/2009 tentang Pemberlakuan Standar Nasional
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M enetapkan

16.

PERATURAN MENTERI

Indonesia (SNI) Bgja Lembaran dan Gulungan Lapis Seng
Paduan Almunium-Seng (Bj. L AS) Secara Wagjib
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/3/2009;

Peraturan  Menteri  Perdagangan Nomor  12/M-
DAG/PER/7/2009 tentang Pelimpahan Kewenangan
Penerbitan Perizinan di Bidang Perdagangan Luar Negeri
Kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan
Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan
Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Bintan, dan Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas
Karimun;

MEMUTUSKAN:

Pasal 1

(1) Méeimpahkan kewenangan:

a. pemberian pertimbangan teknis'rekomendasi bidang perin-dustrian
yang merupakan kewenangan Pemerintah kepada Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan
Karimun, yang terdiri atas:

1. pertimbangan teknis sebagai:
a) Importir Produsen (IP) besi atau bga; dan
b) Importir Terdaftar (1T) bes atau bga;
2. pertimbangan teknis persetujuan ekspor skrap logam;
3. pertimbangan teknis atas impor barang modal bukan baru;

4. pertimbangan teknis sebaga Importir Produsen Tekstil (IP
Tekstil);

5. rekomedas sebagai:

PERINDUSTRIAN TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMBERIAN
PERTIMBANGAN TEKNISREKOMENDASI
PERINDUSTRIAN KEPADA BADAN PENGUSAHAAN
KAW ASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN
BEBASBATAM, BINTAN DAN KARIMUN.

BIDANG
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a). Importir Terdaftar (1T) Garam; dan
b). Importir Produsen (IP) Garam non lodisasi dan lodisas;
6. rekomendas sebagai Importir Produsen Cullet (IP-Cullet);
7. rekomendas sebagai Importir Produsen Cengkeh (IP-Cengkeh);

8. rekomendas sebagai Importir Produsen (IP) Bahan Baku Plastik
Propilene;

9. rekomendasi sebaga Importir Produsen Scrap Karet (IP-Scrap
Karet); dan

10. pertimbangan teknis atas impor produk yang dikecualikan dari
ketentuan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI), meliputi:

a) Baja Lembaran, Pelat dan Gulungan Cana Panas (Bj. P) yang
memiliki spesifikasi tertentu, yang digunakan sebagai bahan
baku;

b) Baa Lembaran dan Gulungan Lapis Seng Paduan Almunium-
Seng (Bj. L AS) yang memiliki spesifikas tertentu, yang
digunakan sebagai bahan baku;

b. penelitian atas permohonan Tanda Pendaftaran Tipe (TPT) Kendaraan
Bermotor, yang meliputi:

1. penelitian atas kebenaran dan kelengkapan dokumen persyaratan
yang disertakan;

2. pemasukan (entry) data; dan
3. pembuatan hasil cetak (print out); dan

C. untuk menandatangani dan menerbitkan TPT Kendaraan Bermotor atas
nama Direktur Jenderal Pembina Industri kendaraan bermotor.

(2) Pertimbangan teknis/rekomendasi sebagaimana dimaksud pada:

a ayat (1) huruf a kecuali bagi pertimbangan teknis sebagaimana
dimaksud pada angka 3 (tiga) dan angka 10 (sepuluh), diberikan
berdasarkan kesesuaian antara jenis dan volume barang/bahan baku
yang akan diimpor dengan hasil penelitian dan penilaian terhadap
permohonan yang dilengkapi dokumen sebagal berikut:

1. copy Angka Pengena Importir Produsen/Angka Pengenal Importir
Terbatas (API-P/API-T);

2. copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
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copy Nomor Pokok Wajb Pgak (NPWP);
copy Indentitas Kepabeanan (NIK);

copy lzin Usaha Industri (IUl), Surat Persetujuan atau Perluasan
Penanaman Moda dari Badan Koordinass Penanaman Modal
(BKPM) atau Tanda Daftar Industri (TDI) perusahaan yang
bersangkutan;

daftar mesin dan peralatan yang dimiliki;

Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB) untuk kebutuhan
produksi 1 (satu) tahun yang mencakup jenis dan spesifikas
barang/Pos Tarif/HS 10 (sepuluh ) digit; dan

informas mengenai kapasitas produksi, rencana produski dan
kebutuhan bahan baku 1 (satu) tahun produksi

b. ayat (1) angka 10 (sepuluh) diberikan berdasarkan kesesuaian antara
jenis dan volume barang/bahan baku yang akan diimpor dengan hasi|
penelitian dan penilaian terhadap permohonan yang dilengkapi
dokumen sebagal berikut:

1.

1.

copy lzin Usaha Industri (1Ul) bagi produsen/copy Surat |zin Usaha
Perdagangan (SIUP) bagi importir;

copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
copy Nomor Pokok Wajb Pgak (NPWP);

informas mengenal jenis produk impor sebaga bahan baku dan
jumlah kebutuhan;

Informasi mengenai jadual pelaksanaan impor;

informas  mengenai  jenis dan spesifikas produk yang
menggunakan produk impor sebagai bahan baku, yang dilengkapi
dengan copy mill certificate; dan

surat permintaan dari perusahaan pengguna.

(3) Penandatanganan dan penerbitan TPT Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dilakukan setelah Direktorat Jenderal
Pembina Industri kendaraan bermotor memberikan otorisasi secara online
berdasarkan hasil penelitian dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b angka 1 dan angka 2.

(4) Daam pemberian otorisasi sebagamana dimaksud pada ayat (3), Direktur
Jenderal Pembina Industri kendaraan bermotor, apabila diperlukan dapat
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melakukan verifikasi terhadap kebenaran atas data dalam dokumen
sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1.

Pasal 2

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,
Bintan, Karimun menyampaikan Ilaporan pemberian pertimbangan
teknis/rekomendass dan penerbitan Tanda Pendaftaran Tipe sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 secara tertulis, setigp semester pada tahun yang
bersangkutan kepada Direktur Jenderal Pembina Industri yang bersangkutan
melalui Menteri Perindustrian dengan jadual sebagai berikut:

a. Setigp tanggal 15 Juli untuk semester pertama; dan
b. setigp tanggal 15 Januari untuk semester kedua.
Pasal 3

Menteri dapat menarik kembali sebagian dan atau keseluruhan kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, gpabila Badan
Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan
dan Karimun memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. dinilal tidak mampu melaksanakan kewenangan yang telah dilimpahkan;

b. tidak dapat melaksanakan kewenangan yang disebabkan perubahan
kebijakan Menteri; dan atau

c. mengusulkan penarikan kembali sebagian dan atau keselu-ruhan
kewenangan yang telah diperoleh.

Pasal 4

Ketentuan pelaksanaan verifikasi sebaga mana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembina Industri
kendaraan bermotor.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan
menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 4 Februari 2010

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD S. HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
padatanggal 4 Februari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALISAKBAR
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